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GLOSSARY

Anak yang Berhadapan dengan Hukum: adalah anak yang berkonflik dengan hukum,
anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi
saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak: adalah anak
yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang
diduga melakukan tindak pidana.

Balai Pemasyarakatan: adalah wunit pelaksana teknis pemasyarakatan yang
melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan,
pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Broken home : adalah keluarga yang tidak utuh bisa disebabkan karena perceraian
ataupun kematian salah sat atau kedua oeang tuanya.

Conventin on the Rights of the Child : Konvensi tentang hak-hak anak.

Delinquency : adalah kenakalan anak (remaja).

Detterence tujuan pemidanaan untuk menakut-nakuti sehingga menimbulkan rasa
takut melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual,
publik dan jangka panjang

Diversi: adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana
ke proses di luar peradilan pidana.

Double Track System: adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada Anak dapat
berupa pidana atau tindakan.

Hukum Positif: adalah hukum yang berlaku.

In Abstrakto : Berlaku umum. Hukum in abstrakto : hukum berlaku umum

In Concreto : Hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.

lus Constitutum : adalah hukum yang berlaku.

lus Constituendum : adalah hukum yang dikehendali dimasa mendatang.

Keadilan Restoratif: adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk
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bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan yang ngewongke wong : Keadilan yang memanusiakan manusia.

Legal formalistic adalah: cara berhukum yang lebih mengedepankan kebenaran
prosedural dan mengesampingkan kebenaran substansial

Lembaga Penempatan Anak Sementara: adalah tempat sementara bagi Anak selama
proses peradilan berlangsung.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak: adalah lembaga atau tempat Anak menjalani
pidana.

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial: adalah lembaga atau tempat
pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial bagi Anak.

Machtsstaat : Negara berdasarkan kekuasaan, segala tindakan yang dilakukan oleh
penyelenggara negara didasarkan pada kekuasaan belak.tidak
berdasar atas kekuasaan belaka.

Maatregel : adalah tindakan yang dapat dikenakan terhadap Anak yang melakukan
tindak pidana sebagai alternatif dari penjatuhan pidana.

Pembimbing Kemasyarakatan: adalah pejabat fungsional penegak hukum yang
melaksanakan  penelitian ~ kemasyarakatan, pembimbingan,
pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar
proses peradilan pidana.

policy oriented approach: adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Preventif (prevention): adalah tujuan pemidanaa untuk melindungi masyarakat
dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
Tujuan menakuti (detterence) untuk menimbulkan rasa takut
melakukan kejahatan yang bisa dibedakan untuk individual, publik
dan jangka panjang dan reformatif untuk memperbaiki perilaku
pelaku tindak pidana.

Rechtsstaat : Negara berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh

penyelenggara negara harus berdasarkan hukum.
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Reformatif adalah tujuan pemidanaan untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak
pidana.

Retributive : pembalasan atas perbuatan yang dilakukan

Rule Breaking : Terobosan hukum. Pada level penegakan hukum, gagasan, gerakan
progresif terlinat pada bagaimana seorang agen penegak hukum
progresif dalam menggunakan diskresi dan/atau terobosan hukum
(rule breaking), baik hakim, polisi, jaksa, dan pemerintah(an)
(daerah),patut menggunakan kewenangannya untuk melindungi
kepentingan masyarakat miskin dan marjinal.

Searching for the truth : pencarian kebenaran.

Social Defence : Perlindungan Masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Anak: adalah keseluruhan penyelesaian perkara Anak yang
berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap
pembimbingan setelah menjalani pidana.

shoulder to shoulder adalah saling berkaitan antara satu dengan lainnya, bahu
membahu (shoulder to shoulder), gotong royong sebagai suatu
sistem.

strafbaar feit : tindak pidana.

value oriented approach : adalah pendekatan yang berorientasi pada nilai.



DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ABH : Anak yang Berhadapan dengan Hukum

AKH : Anak yang Berkonflik dengan Hukum

BAPAS : Balai Pemasyarakatan.

BANGKUMNAS: Pembangunan Hukum Nasional

HAM : Hak Asasi Manusia

HAN : Hukum Administrasi Negara

HTN : Hukum Tata Negara

IHN > llmu Hukum Nasional

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LPAS : Lembaga Penempatan Anak Sementara.

LPKA : Lembaga Pembinaan Khusus Anak

LPKS : Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pid.Sus : Pidana Khusus.

PJP : Peratnggung Jawaban Pidana.

PTH : Pendidikan Tinggi Hukum.

RKUHP : Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
UUDNRI : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUSPPA : Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
MPR RI : Majelia Permusyawaratan Rakyat Indonesia
SHN : Sistem Hukum Nasional

SISKUMNAS : Sistem Hukum Nasional

SMR : Standart Minimum Rules

SPPA : Sistem Peradilan Pidana Ana

X



